
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 2.1. Pengertian Mekanisme 

 Kata mekanisme berasal dari bahasa yunani, mechane yang berarti instrumen, mesin pengangkat 

beban, perangkat,peralatan untuk membuat sesuatu, dan mechos yang berarti sarana dan cara 

menjalankan sesuatu. 

Ada beberapa pengertian mekanisme menurut para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI),diantaranya adalah sebagai berikut : 

  Menurut Moenir (2001:53) : “Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk 

menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk 

menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan”. 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : “Mekanisme adalah cara kerja yang 

mengarah pada suatu instrumen yang saling melakukan kerja melalui sistem yang telah ada. 

2.2. Pengertian Bank  

Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti meja. Menurut UU RI Nomor 7 

Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

yang dimaksud “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.  

Bank dalam kehidupan perekonomian memiliki peranan vital, kehadirannya sangat 

membantu terhadap lalu lintas perdagangan maupun pembayaran, baik di dalam negeri maupun 



di luar negeri. Bank pula yang menarik dana dari masyarakat untuk keperluan investasi di 

berbagai sektor produksi. Bila produksi berjalan lancar akan membantu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.  

Bank merupakan suatu industri jasa yang besar sekali peranannya terutama dalam abad 

modern sekarang ini. Di Indonesia sendiri, peranan bank sangat membantu sekali terhadap 

kelancaran pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta.  

 

 

Ada beberapa pengertian bank menurut para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut:  

Menurut Kasmir (2012:3), Secara sederhana bank diartikan sebagai “lembaga keuangan 

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Sedangkan pengertian lembaga 

keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegitannya 

apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya”. 

Menurut Taswan (2010:6), menyatakan bahwa yang dimaksud “bank adalah department 

store of finance yang menyediakan berbagai jasa keuangan.”  

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan, dalam pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa :  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 



2.3. Jenis-jenis Bank  

Menurut Kasmir (2012:19), dalam praktisnya di Indonesia terdapat beberapa jenis 

perbankan seperti diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang RI No. 7  

tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan mengunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah 

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi serta kepemilikannya. Dari segi 

fungsi perbedaaan yang terjadi terletak pada besarnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat di 

tawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari 

segi kepemilikan sahamnya. 

Adapun jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain : 

a. Jenis Bank dilihat dari Segi Fungsinya  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 5 tentang 

Perbankan, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: 

1. Bank umum 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:  

1. Bank Umum  

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan 

atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran (pasal 1 angka 3). 



Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa 

perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh 

wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank Umum sering disebut bank 

komersil (commercial bank) 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 4).  

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum. Kegiatan BPR hanya 

meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana jasa, bahkan dalam menghimpun dan BPR 

dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, BPR 

hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Selanjutnya pendirian BPR dengan modal 

awal yang relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan modal awal bank umum. Larangan 

lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.  

b. Jenis Bank dilihat dari Segi Kepemilikannya  

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. 

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank 

yang bersangkutan.  

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah : 

1.  Milik Pemerintah 

Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akta pendirian maupun modal bank ini 

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank 



dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BPR), Bank Mandiri, 

Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). 

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II 

masing – masing provinsi. Modal Bank Pemerintah Daerah sepenuhnya dimiliki oleh 

Pemda masing – masing tingkatan. Contoh Bank Pemerintah Daerah adalah BPD DKI 

Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, dan BPD lainnya. 

2.  Bank Milik Swasta Nasional  

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. 

Kemudian akte pendiriannya pun dimiliki oleh swasta, begitu pula pembagian 

keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank 

Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon, dan Bank Internasional Indonesia 

3. Bank Milik Koperasi  

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah 

Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) 

4. Bank Milik Campuran  

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. 

Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh 

bank campuran antara lain: Bank Agris, Bank Capital Indonesia, Bank Chinatrust 

Indonesia, dan lain sebagainya 

5. Bank Milik Asing  

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing 

atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya Bank of 

America, Bangkok Bank, Bank of Tokyo dan Barcalys Bank. 



 

 

c. Jenis Bank dilihat dari Segi Statusnya  

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, bank umum dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua macam. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau 

status bank tersebut.  

Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani 

masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, 

untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jenis bank dilihat dari 

segi status adalah sebagai berikut:  

1. Bank Devisa  

Adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan 

dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar 

negeri, traveller cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi 

lainnya. Persyaratan untuk menjadi. Bank Devisa ini di tentukan oleh Bank Indonesia, 

contoh : Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA. 

2. Bank Non-Devisa  

Adalah bank yang belum memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya 

bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana 

transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Contohnya Bank Bisnis 

Internasional, Bank Multi Arta Sentosa, Bank Pundi Indonesia, dan lain-lain 



 

 

d. Jenis Bank dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Jenis bank jika dilihat 

dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi 

dalam dua kelompok, yaitu: 

1.  Bank Konvensional  

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang erorientasi 

pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana 

asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuantungan 

dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip 

konvesional menggunakan dua metode, yaitu:  

a. Menentukan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan 

maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga 

ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal 

dengan istilah spread based.  

b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau 

menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem 

pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. 

2. Bank Syariah  

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar 

negeri terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang 

berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.  



Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat 

berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah 

adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk 

menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.  

menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

adalah sebagai berikut:  

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).  

b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).  

c. Jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).  

d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).  

e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak 

lain (ijarah wa iqtina). 

2.4. Fungsi Bank  

Menurut Latumaerissa (2013:135), fungsi bank adalah sebagai berikut:  

A. Agent of Trust  

Fungsi ini menunjukan bahwa aktivitas intermediary yang dilakukan oleh dunia perbankan 

dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan 

oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan 

eksistensi dari masing-masing bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan 

masalah keamanan dana masyarakat yang ada di bank. 

 

 



B. Agent of Development  

Agent of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi 

disuatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi 

lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut antara lain 

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan 

konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak 

dapat dilepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan 

konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. 

C.  Agent of Service  

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa 

nonkeuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga 

turut serta dalam memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengaman 

(Safety Box), inkaso (collection), dan lain sebagainya. 

2.5. Kegiatan Usaha Bank  

Menurut Kasmir (2012:33), kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya 

adalah sebagai berikut:  

1. Kegiatan Bank Umum  

 Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Menghimpun Dana (Funding)  

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan 

ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan 

cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening 



atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada diantaranya simpanan giro, tabungan, dan 

deposito. 

b. Menyaluran Dana (Lending)  

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari 

masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang 

dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih 

dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, 

tergantung dari kemampuan Bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah 

serta tingkat suku bunga yang di tawarkan. 

Secara umum jenis – jenis kredit di tawarkan meliputi kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, 

Kredit Perdagangan, Kredit Produktif, Kredit Konsumtif, dan Kredit Profesi. 

c. Memberikan jas-jasa bank lainnya (Service)  

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran 

kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, 

kegiatan ini sangat memberikan keuntungan bagi bank dan nasabahnya, bahkan kegiatan 

ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi bank, apalagi keuntungan 

dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan 

lebih besar dari bunga kredit).  

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan yaitu kiriman uang (transfer), kliring, 

inkaso, Safe Deposit Box, Bank Card, Bank Garansi, L/C, Cek Wisata, dan lain 

sebagainya.  

 

 



 

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  

Bank Perkreditan Rakyat dibatasi oleh beberapa persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat 

seleluasa bank umum. Keterbatasan kegiatan Bank Perkreditan Rakyat juga dikaitkan dengan 

misi pendirian BPR itu sendiri. Menurut Kasmir (2003:11), Kegiatan usaha yang dilakukan 

Oleh BPR Meliputi: 

a. Menghimpun dana hanya dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito.  

b. Meyalurkan dana dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, dan Kredit 

Perdagangan  

Menurut Kasmir (2003:11), Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada 

beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menerima simpanan giro  

2. Mengikuti kliring  

3. Melakukan kegiatan Valuta Asing  

4. Melakukan kegiatan Perasuransian  

 

2.6. Pengertian Kredit  

Menurut Undang – Undang RI No. 7 Tahun 1992  sebagaimana telah diubah dengan Undang – 

Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan, menyatakan bahwa : 



 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya sesuai jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.’’ 

 Menurut Kasmir (2012:113) “kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang 

nilainya diukur dengan uang.” 

2.7. Unsur – Unsur Kredit  

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam setiap pemberian fasilitas kredit. Menurut 

Kasmir (2012:74) bahwa unsur – unsur yang terkandung dalam pemeberian fasilitas kredit 

meliputi : 

 

A. Kepercayaan  

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa 

uang, jasa atau barang) akan benar–benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang 

sesuai jangka waktu kredit.  

B.  Kesepakatan  

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur 

dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing–masing 

pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing–masing.  

C.  Jangka waktu  

kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa 

pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka 



pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 

tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah 

disepakati kedua belah pihak. 

D. Resiko  

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko 

tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang janka waktu kredit, 

maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. 

E. Balas Jasa 

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. 

Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank 

juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan 

keuntungan bagi bank.  

 

2.8.  Tujuan  kredit 

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian krediet tersebut tidak akan 

terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2012:95), 

adalah sebagai berikut:  

1. Mencari keuntungan  

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini 

diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.  

2.  Membantu usaha nasabah  



Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik 

dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur 

dapat mengembangkan dan memperlas usahanya 

 

3. Membantu pemerintah 

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yanng diberikan oleh pihak bank, maka semakin 

meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit 

berarti adanya peningkatan pembangunan. 

 

2.9. Fungsi Kredit 

Menurut Kasmir (2012:115) menyatakan bahwa selain memiliki tujuan pemberian suatu 

fasilitas kredit, juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan daya guna uang  

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya 

disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya 

kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima 

kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. 

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  

Dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, 

sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah 

tersebut akan memperoleh tanbahan uang dari daerah lainnya. 

3. Sebagai alat stabilitas ekonomi  



Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan 

adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh 

masyarakat.  

4. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka 

akan semakin baik terutama dalam hal meningkatan pendapatan. 

2.10. Jenis – Jenis Kredit  

Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam (Kasmir, 2012:85) yaitu : 

1. Dilihat dari segi kegunaan kredit  

a.  Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan 

usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk 

membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.  

b.  Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi 

dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, 

membayar gaji atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. 

2.  Dilihat dari segi tujuan kredit  

a.  Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. 

Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang 

dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.  

b. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam 

kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk 

digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk 

perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga. 



c.  Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk 

membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang 

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Conoh kredit 

ini misalnya kredit ekspor impor. 

 

 

3. Dilihat dari segi jangka waktu  

a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun 

atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya 

untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam.  

b. Kredit jangka menengah merupakan jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun 

sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. 

Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk.  

c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. 

Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya 

kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau 

manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan 

 

2.11. Prinsip Pemberian Kredit  

  Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, 

terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu 

kredit diberikan telah dilakukan analisis secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan 

layak untuk memperoleh kredit, maka fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga – jaga. Oleh 



karrena itu, dalam proses pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip – prinsip 

pemberian kredit yang benar. 

  

 

Prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C. Penjelasan 

analisis 5C (Kasmir, 2008:91)  adalah sebagai berikut: 

1. Character 

Analisis watak dari peminjam sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena kredit adalah 

kepercayaan yang diberikan kepada peminjam sehingga peminjam haruslah pihak yang benar-

benar dapat dipercaya dan beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman. Bagaimanapun 

baiknya suatu bidang usaha dan kondisi perusahaan, tanpa didukung watak yang baik, tidak 

akan dapat memberikan keamanan bagi bank dalam pembayaran atas segala kewajiban yang 

ada. Beberapa hal yang harus diteliti didalam analisis watak nasabah adalah riwayat hubungan 

dengan bank, antara lain:  

a. Riwayat peminjam  

b. Reputasi dalam bisnis dan keuangan  

c. Manajemen  

d. Legalitas usaha  

2. Capacity 

Setelah aspek watak maka faktor berikutnya yang sangat penting dalam analisis kredit adalah 

faktor kemampuan. Jika tujuan analisis watak adalah untuk mengetahui kesungguhan nasabah 

melunasi hutangnya, maka tujuan analisis kemampuan adalah untuk mengukur kemampuan 



membayar. Kemampuan tersebut dapat diuraikan kedalam kemampuan manajerial dan 

kemampuan finansial. Kedua kemampuan ini tidak dapat berdiri sendiri. Karena kemampuan 

finansial merupakan hasil kerja kemampuan manajerial perusahaan. 

 

3. Capital 

Modal sendiri (ekuitas) merupakan hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva 

dengan kewajiban yang ada. Pada dasarnya modal berasal dari investasi pemilik ditambah 

dengan hasil usaha perusahaan. Analisa modal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam memikul beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam 

menanggung beban resiko yang mungkin dialami perusahaan 

4. collateral 

Unsur lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis kredit adalah collateral 

(agunan). Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus 

diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan 

yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin 

5. conditon 

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada 

sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. 

 Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar–benar memiliki 

prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil 

 Prinsip – prinsip penilaian kredit 7P Menurut Kasmir (2012:136) adalah : 



1. Personality  

Personality (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang 

mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik maka kredit dapat diberikan. Sebaliknya apabila 

kepribadiannya jelek maka kredit tidak dapat diberikan. Alasannya adalah karena kepribadian 

yang baik akan berusaha membayar pinjamannya sedangkan kepribdian yang jelek akan sulit 

membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan 

mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. 

menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa 

lalunya. 

2. Party  
 

Mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu 

berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke 

golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.  

3. Purpose  
 

Purpose (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan 

konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini akan menjadi hal yang menentukan apakah 

permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan sebgai kegiatan 

konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja 

(produktif) maka kredit dapat diberikan. 

4. Prospect  
 

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan dan mempunyai 

prospek atau sebaliknya. Prospect adalah prospek perusahaan dimasa  datang, apakah akan 

menguntungkan atau merugikan. Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, 



sebaliknya jika jelek akan ditolak. Oleh karena itu analisis kredit harus mampu mengestimasi 

masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar.  

5. Payment  
 

Payment (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang 

diberikan hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan 

dan pendapatan calon debitur sehingga dapat memperkirakan kemampuannya untuk 

membayar kembali kredit tersebtu sesuai dengan perjanjian.  

6. Profitability  
 

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur 

dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan 

tambahan kredit yang akan diperolehnya. 

7. Protection  
 

Dimaksudkan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, maka bank 

perlu melindungi kredit yang diberikan dengan jalan  

 


